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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  : a. bahwa untuk memenuhi ketersediaan sarana pemasaran 

yang layak guna meningkatkan akses pasar dan 

memperkuat jaringan pemasaran produk koperasi, usaha 

mikro kecil serta mendorong pengembangan daerah 

termasuk daerah perbatasan, daerah tertinggal dan 

daerah pasca bencana, perlu dukungan penyediaan 

sarana pemasaran yang memadai melalui Program 

Revitalisasi Pasar Rakyat; 

  b. bahwa untuk pemenuhan pelaksanaan revitalisasi pasar 

rakyat di daerah termasuk di daerah perbatasan, daerah 

tertinggal dan daerah pascabencana, diperlukan 

dukungan Dana  Tugas Pembantuan; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah tentang Pedoman Pelaksanaan Revitalisasi 
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Pasar Rakyat melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun 

Anggaran 2018; 

 

Mengingat  : 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 

Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3502); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor  4286);   

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor  4355);   

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor  4438); 

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor  4866); 

7. Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
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2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017  Nomor  233, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6138); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 

tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5404); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5423); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5533); 

14. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 95); 

15. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

www.peraturan.go.id



2017, No.1827 -4- 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 106); 

16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 

Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5655); 

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 

nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan 

Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 

tentang Pengelolaaan dan Pemberdayaan Pasar 

Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 178); 

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 

tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

1191); 

20. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah Nomor 07/Per/M.KUKM/VII/2015 tentang 

Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil 

dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 1630); 

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 49/PMK.02/2017 

tentang Anggaran Standar Biaya Masukan Tahun 

Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 533); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN 

MENENGAH TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN 

REVITALISASI PASAR RAKYAT MELALUI DANA TUGAS 

PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2018. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Pasar Rakyat adalah tempat usaha sebagai sarana jual 

beli barang melalui tawar menawar yang dapat berupa 

toko, kios dan los. 

2. Revitalisasi Pasar Rakyat adalah kegiatan untuk 

membangun dan/atau memperbaiki sarana pasar rakyat 

yang kondisi fisiknya belum permanen dan belum layak 

yang berada di daerah kabupaten/kota/pedesaan, daerah 

perbatasan/daerah tertinggal/daerah pascabencana. 

3. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-

seorang atau badan hukum Koperasi dengan 

melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi 

sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas 

asas kekeluargaan. 

4. Kawasan Perbatasan adalah bagian dari wilayah negara 

yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah 

Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah 

negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di 

kecamatan. 

5. Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah 

serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingan 

dengan daerah lain dalam skala nasional. 

6. Menteri adalah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah Republik Indonesia. 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 

selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan 

tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan 
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